BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Pada zaman yang semakin berkembang, semakin pula kejahatan kriminal
meningkat, Data International Organization for Migration (IOM) mencatat lebih dari
6.600 korban perdagangan orang selama 2005-2014, dengan mayoritas korban adalah
perempuan dan anak. Lonjakan signifikan terjadi selama masa pandemi COVID-19, di
mana kasus meningkat hingga lebih dari 60% dibanding tahun sebelumnya. Dalam
periode 2020-2022, tercatat lebih dari 1.500 korban, dan Serikat Buruh Migran
Indonesia (SBMI) melaporkan lebih dari 1.800 buruh migran menjadi korban dalam
lima tahun terakhir. Kemajuan teknologi juga memunculkan modus baru, seperti
perekrutan daring, penipuan kerja, dan eksploitasi digital. Perubahan ini menunjukkan
bahwa perdagangan orang tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga dari

segi metode dan jangkauan korban.

Tuntutan ekonomi sering kali dijadikan alasan untuk melakukan tindak
kejahatan yang bisa merugikan banyak orang demi kepentingan pribadi, kejahatan ini
dianggap sebagai bentuk perbudakan modern yang mengalami peningkatan dari tahun
ke tahunnya.! Perbudakan atau biasa juga kita sebut sebagai perdagangan orang adalah

suatu bentuk dari pelanggaran hak asasi orang, hal ini juga telah diakui menjadi sebuah

'P . Nofriandy, ‘Cegah Tppo, Mahkamah Agung Gelar Pertukaran Pengetahuan Dengan MA Filipina’.
2023.



kejahatan internasional. > Perdagangan orang merupakan suatu tindakan yang
dilakukan dengan terorganisir dan dengan tertata, biasannya perdagangan orang ini
dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang memang dibentuk dengan
tujuan mengeksploitasi orang demi keuntungan para pihak yang melakukan hal

tersebut. 3

Human trafficking atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia
perdagangan Indonesia adalah masalah yang serius bagi nasional maupun
internasional, tingkat kesadaran akan isu ini merupakan hal yang sangat penting untuk
diatasi, bukan hanya pemerintah tetapi diharuskan adannya upaya kolaboratif antara
pemerintah, organisasi non pemerintah dan juga masyarakat sipil demi mencegah
terjadinya perdagangan orang dan menciptakan kebijakan yang efektif. 4 Pada
umumnya masyarakat memahami perdagangan orang hanya sebatas jual beli orang saja
akan tetapi pada kenyataanya perdagangan orang memiliki banyak macam tindakan,
contohnya terdapat perbudakan orang, perdagangan seks dan prostitusi, perdagangan
anak, perdagangan pekerja domestik dan lainnya.

Pada kebanyakan kasus perdagangan orang, perempuan dan anak-anak

dijadikan sasaran empuk bagi para pelaku.Perlindungan dan penerapan hukum yang

2 Mahkamah Agung Republik Indonesia , Pedoman Unsur-Unsur tindak pidana pelanggaran hak asasi
orang yang berat dan pertanggungjawaban komando , 2006.

3 Chairul Bariah Mozasa. Aturan-Aturan Hukum Trafffickin: Perdagangan Perempuan dan Anak. Medan
: USU Press, 2005.hlm 11.

4 Pratikno, M. W. R. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Perlindungan Terhadap
Korban Serta Upaya Pencegahannya Di Indonesia (Berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun
2007). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(22),hlm. 937-950.



mencakup hak asasi orang dinilai memperhatikan jika dilihat dari bukti empiris yang
menyatakan bahwa perempuan dan anak anak rentan menjadi korban perdaganngan
orang.’

Perdagangan orang adalah hal yang sangat keji dan sangat melanggar hak asasi
orang, yang dimana hak asasi orang yang dilanggar adalah hak dalam kebebasan dari
perbudakan dan penyiksaan.dengan adanya fenomena Human Trafficking di Indonesia
ini diharapkan dapat disikapi dengan baik dan sungguh sungguh dihadapi oleh
pemerintah maupun aparatur negara. Penyebab yang membuat terjadinya perdagangan
orang adalah disebabkan oleh kemiskinan, seperti yang kita ketahui tingkat kemiskinan
negara Indonesia termasuk tinggi, lalu selanjutnya disebabkan oleh tidak stabilnya
politik , kurangnya pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan, biasanya orang
dengan faktor faktor diatas gampang tergiur melakukan tindak kriminal demi
mendapatkan uvang. Dalam konteks ini, para pelaku perdagangan orang sering kali
memanfaatkan ketidakberdayaan ekonomi dan sosial individu sebagai alasan untuk
mengeksploitasi mereka. Akibat atau dampak dari adanya perdagangan orang sangatlah
memprihatinkan, bukan hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga bagi
masyarakat dan negara. Korban Human Trafficking dapat mengalami trauma fisik dan

mental yang berkepanjangan,rasa ingin bunuh diri serta kehilangan hak-hak dasar

’ Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan
perdagangan orang. Al Ahkam, 13(2), hlm.130-142.



mereka.® Selain itu, perdagangan orang juga berdampak negatif pada stabilitas sosial
dan ekonomi suatu negara, menciptakan masalah kesehatan masyarakat, serta merusak
struktur sosial.

Penyebaran kasus perdagangan di Indonesia cukup memprihatinkan,
dikarenakan bukan hanya di kota kota besar saja, melainkan kota kecil dan juga desa-
desa yang ada di Indonesia, hal ini sangatlah mengancam masa depan bangsa Indonesia
jika tidak segera di atasi. Menurut data terbaru yang telah dirilis oleh kementerian
pemberdayaan perempuan dan anak daerah Indonesia yang memiliki angka kejahatan
Human Trafficking terbesar terletak di sumatera utara, pertahun 2023 mencapai angka
sebanyak 379 korban, angka ini merupakan angka yang sangat besar dan harus segera
diatasi oleh pemetintah ataupun aparat hukum.’ Selain itu, banyak warga negara di
Indonesia yang dijadikan tenaga kerja Indonesia atau yang di singkat TKI dikirim
secara ilegal, tidak memiliki dokumen yang sah ke banyak negara di dunia, terutama
negara Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab Saudi, Taiwan dan masih banyak lagi,
korban perdagangan manusisa yang bekerja migran relatif tinggi, mencapai angka
11,3% dari total pekerja migran asal Indonesia.® Salah satu kasus yang gempar terjadi

pada warga negara Indonesia ada pada tahun 2004 terjadi pada seorang (WNI) yang

6 Human Trafficking Search:“Dampak Perdagangan Orang Bagi Korban”
https://humantraffickingsearchorg.translate.goog/impact/?_x_tr sl=en& x_tr tl=id& x tr hl=id& x t
r_pto=wa diakses tanggal 1 oktober 2024

7 DataBoks : 10 provinsi dengan  kasus  perdagangan orang terbanyak
https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/fbbbb453f30984/10-provinsi-dengan-korban-
perdagangan-orang-terbanyak-pada-2023 diakses tanggal 2 oktober 2024
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sedang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara Malaysia berinisial NB dan
mengalami kekerasan seksual seperti dipukul, disetrika dan diberi makan secara tidak
wajar oleh majikannya yang berinisial HLT dan YPH. Setelah melalui proses hukum
pelaku YPH (40 Tahun) divonis selama 18 tahun penjara oleh pengadilan Negri Kuala
Lumpur. °

Ketentuan tentang perdagangan orang awalnya telah diatur dipasal 297 KUHP
yang berbunyi “perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum
cukum umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” ' tetapi dalam
undang undang tersebut tidak mengatur secara khusus tentang perdagangan orang,
serta hukuman yang sangat tidak sepadan dengan apa yang diderita oleh korban
perdagangan orang, hal ini membuat pelaku perdagangan orang tidak takut akan
hukuman yang ada, membuat perdagangan orang marak terjadi di Indonesia
dikarenakan hukum yang masi kurang tegas.

Perkembangan tindak pidana perdagangan orang yang sudah menjadi kejahatan
transnasional membuat pemerintah negara Indonesia mengambil keputusan tegas pada
tanggal 17 april tahun 2007 pemerintah dan aparat hukum yang ada Indonesia
mengeluarkan undang undang No. 21 tahun 2007 yang isinya secara jelas merumuskan
tindak pidana perdagangan orang, undang undang ini pun diharapkan bisa menjadi titik

terang dari adanya kejahatan Human Trafficking yang marak terjadi di Indonesia,

° Shinta Nurhidayaty Salam(2010)”’Peranan Perwakilan Republik Indonesia Terhadap Tenaga Kerja
Indonesia Di Malaysia” him.4
10 Kitab undang-undang hukum pidana ( cet. 1;Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007 ) him.91



undang undang ini juga diharapkan dapat menyediakan landasan hukum formil dan
materiil untuk menjerat semua tindakan yang berhubungan dengan eksploitasi yag
terjadi di kasus perdagangan orang.!!

Korban dari perdagangan orang, mengalami kerugian secara fisik dan materi,
korban perdagangan tidak sedikit adalah orang yang kurang berkecukupan dalam
bermateri, dengan kerugian yang ada, tentu sebagai korban menuntut adanya keadilan
untuk mengganti penderitaan yang telah dialami oleh korban, sebagai contoh adalah
dengan penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis,biaya transportasi atau
biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. Pada undang-undang No. 21 tahun
2007, salah satu bentuk perlindungan bagi korban adalah dengan adanya putusan
restitusi.'? restitusi merupakan pengembalian hak atau kondisi yang seharusnya kepada
pihak yang berhak mendapatkannya, arti sempitnya restitusi merupakan putusan yang
isinya adalah ganti rugi kepada korban tindak pidana yang mengalami kerugian
restitusi juga bisa menjadi alasan kembalinya stabilitas ekonomi korban, dengan
memberikan kesempatan kepada para korban untuk memulai lembaran baru dalam
hidup mereka setelah mengalami hal yang traumatis, hal ini sebagai bentuk

pertanggungjawaban oleh pelaku kepada korban.!* Undang-undang No.21 tahun 2007

' Santoso, T., & Handayani, E. P. (2018). Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik
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Law Review, 1(1).

13 Trawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, ‘Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban
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yang berisi tentang tindak pidana perdagangan manusa (human trafficking). Korban
yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan
yang kemudian diharapkan hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan
restitusi kepadaa korban, permohonan restitusi dapat diajukan melalui lembaga
perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), permohonan restitusi harus diajukan sebelum
adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.'*

Pada hal ini, putusan restitusi perlu diteliti karena adanya beberapa alasan
penting, seperti melihat dan menilai keadilan yang diputuskan oleh penegak hukum
sudah sesuai ataupun tidaknya dengan kerugian yang dialami oleh korban, menilai
efektivitas terkait mekanisme penegakan hukum yang ada di Indonesia sudah efektif
atau mungkin diperlukannya perbaikan'. Peneliti juga membantu untuk memberikan
penilaian terhadap konsistensi dan kepastian hukum mengenai putusan restitusi yang
diberikan oleh hakim kepada korban, memberikan penjelasan dan mengidentifikasi
mengenai perbedaan putusan restitusi yang terdapat dalam putusan yang akan diteliti,
hal ini membantu publik dalam memahami bagaimana dasar hukum yang digunakan
dan apa faktor yang dapat membuat hakim mempertimbangkan restitusi yang akan
diberikan kepada korban.

Pada penelitian yang akan dibahas ini terdapat tiga putusan yamg memiliki

kasus dengan tindak pidana yang sama yaitu kasus perdagangan orang, yang

4 Muhammad Rifky Darmawan, Anselma Dyah Kartikahadi. “implementasi Hak Restitusi Korban
Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024
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membedakan diantara ketiga putusan ini adalah bagaimana cara terdakwa
mengeksploitasi korban, salah satu dari kasus ini merupakan kasus yang dimana
terdakwa membawa warga Indonesia keluar wilayah negara republik indonesia dengan
maksud untuk di eksploitasi, kemudian pada kasus selanjutnya merupakan kasus
dimana terdakwa menjadi perekrut tenaga kerja untuk dipekerjakan dikota-kota besar
yang ada di indonesia, namun pada kenyataannya yayasan yang merekrut tenaga kerja
tidak memiliki Surat Izini Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga atau yang biasa
disingkat (SIU LPPRT). Pada kasus yang ketiga Kejadian bermula saat korban direkrut
di Lombok dengan janji pekerjaan di Dubai sebagai pegawai salon dengan gaji besar
dan uang saku. Karena bujukan terus-menerus serta kondisi ekonomi keluarga yang
sulit, korban akhirnya setuju. Setelah pengurusan dokumen dan tiket oleh pelaku dan
rekannya, korban diterbangkan ke Jakarta dan kemudian ke Dubai. Namun, setibanya
di sana, korban tidak mendapatkan pekerjaan dan dipindahkan ke Turki, di mana ia
dipaksa bekerja pada dua majikan tanpa menerima gaji, hanya diberi makan sekali
sehari, dan mengalami sakit akibat beban kerja. Setelah itu, korban melarikan diri ke
shelter KBRI, lalu dipulangkan ke Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut ke
pihak berwajib.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang penting untuk melakukan
analisis terhadap putusan pengadilan yang memuat ketentuan mengenai restitusi dalam
kasus tindak pidana perdagangan orang. Fokus dari analisis ini adalah untuk
mengetahui sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan keadilan bagi korban

serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Dengan mengkaji lebih dalam isi putusan, penulis berharap dapat
mengidentifikasi jika terdapat ketidaksesuaian atau permasalahan yang perlu
diperhatikan dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam aspek pemenuhan hak

korban melalui restitusi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dituliskan sebelumnya, rumusan masalah yang
akan dianalisis adalah : Bagaimana perbandingan putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN
Soe, Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Olm dan Nomor 782/Pid.sus/2020/PN.Mtr dalam

pemberian restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis jelaskan maka tujuan dari
penulisan skripsi ini untuk mengetahui perbandingan dalam pemberian restitusi yang
diputuskan oleh  hakim kepada korban berdasarkan putusan Nomor
77/Pid.Sus/2018/PN  Soe, Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Olm dan Nomor

782/Pid.sus/2020/PN.Mtr

1. Manfaat Penelitian
Manfaat yang telah diberikan oleh penulis melalui penulisan

Skripsi ini yaitu terdiri berikut :



a.

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah untuk
mengembangkan konsep-konsep hukum pidana, khususnya dalam menangani
kasus perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah daftar
pustaka dan bahan acuan yang bermanfaat bagi penelitian dan penulisan ilmiah

selanjutnya di bidang hukum.

Manfaat praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Bagi penegak
hukum, hasil penelitian ini dapat memberikan sudut pandang yuridis yang
membantu dalam memahami dan menerapkan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta
mengidentifikasi hambatan dalam penegakannya agar strategi hukum dapat
disusun secara lebih efektif. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini
berkontribusi dalam pengembangan metode penelitian hukum normatif serta
menyediakan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai hukum pidana,
khususnya terkait perdagangan orang. Sementara itu, bagi masyarakat,
penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak
korban, terutama terkait restitusi yang diatur dalam undang-undang tersebut,
serta membangun kesadaran hukum tentang pentingnya perlindungan korban

dan sanksi bagi pelaku perdagangan orang.



2. Kerangka Pemikiran
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Gambar 1.Kerangka pemikiran

Pelaku perdagangan orang memiliki kewajiban dan korban mempunyai hak
yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Perdagangan
orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. Dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, pelaku memiliki kewajiban memberikan restitusi kepada korban sebagai bentuk
pemulihan atas penderitaan fisik, psikis, dan kerugian materiil. Di sisi lain, korban

berhak untuk memperoleh restitusi sebagai bagian dari keadilan dan pemulihan hak

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan antara
beberapa putusan restitusi untuk menilai sejauh mana keputusan hakim telah sesuai
dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Analisis dilakukan dengan melihat
faktor-faktor seperti dasar hukum, besaran restitusi, kondisi korban, dan sikap hakim
dalam mempertimbangkan hak korban. Hasilnya diharapkan dapat memberikan
gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan restitusi yang adil dan berpihak pada
korban dalam kasus perdagangan orang.

3. Metode Penelitian
Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode
penulisan yang baik dalam mengumpulkan data-data ataupun dalam pengelolaanya.
Adapun metodologi yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif, yaitu penelitan hukum yang dilakukan menggunakan cara
meneliti suatu data sekunder maupun bahan pustaka, hal ini disebut juga
penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepkan seperti apa yang tertulis
di peraturan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan hukum
normatif dikarenakan penelitian ini menuju terhadap sistematika hukum
dan sinkronisasi hukum dan penelitian terhadap putusan hukum dalam
kasus perdagangan orang secara spesifik pada putusan Nomor 43 / Pid.Sus
/2018 / PN Soe Dan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Olm.'®

2. Metode pendekatan

Jenis pendekatan penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan
kasus (case approach) . pendekatan kasus adalah menelaah dan
menganalisis kasus yang berkekuatan hukum tetap secara detail dan
memiliki tujuan untuk memahami masalah hukum yang sedang diteliti.

3. Data dan Sumber Data
Sumber data didalam penelitian merupakan data sekunder, data sekunder
terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
terdiri dari peraturan perundang-undangan, dikarenakan yang ingin di teliti

di skripsi ini adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, (Nomor

6 Ediwarman. Monograf. Metode Penelitan Hukum ( Panduan Penulisan, Tesis dan Disertasi ), Medan
,2011,halaman 94



5.

77/Pid.Sus/2018/PN Soe,Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Olm Dan Nomor
782/Pid.sus/2020/PN.Mtr). beserta peraturan pelaksanaanya.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang didalamnya terdiri dari
buku-buku, jurnal umum dan juga pendapat ahli. (doktrin) yang bahan
hukumnya berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.!”

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang isinya terdapat penjelasan
atas bahan hukum primer dan juga hukum sekunder, contohnya adalah

penjelasan perundang-undangan dan indeks masalah hukum.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan studi
kepustakaan dan menggunakan bahan-bahan hukum,studi kepustakaan
yang merupakan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara
menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian
ataupun mencari bahan-bahan hukum lainnya melalui internet.
Pengumpulan data didasarkan pada buku-buku literatur dan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan-
bahan yang bersifat teoritis ilimiah dan bahan-bahan yang bersifat yuridis
normatif sebagai perbandingan dan pedoman.

Metode Analisis Data

7 Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia Publishing, 2006,

halaman 295



Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah meenggunakan
analisis kualitatif, dalam penelitian hukum, analisis kualitatif dilakukan
melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yang merupakan proses
menyaring dan menyederhanakan data yang relevan dengan topik
penelitian. Kedua, penyajian data, yang merupakan proses menyusun data
secara sistematis agar mudah melihat pola atau hubungan antar informasi.
Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang merupakan tahap
merumuskan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis dan
memastikan bahwa kesimpulan tersebut logis dan sesuai dengan teori dan

data saat ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagikannya kedalam beberapa bab.
Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut.
BAB 1 : PENDAHULUAN
Pada bab ini, terdapat latar belakang dengan penjelasan mengenai konteks dan
pentingnya topik yang akan diangkat, ada rumusan masalah yang merupakan
pertanyaan penelitian yang ingin dikaji dan dianalisis, terdapat tujuan penelitian yang
merupakan tujuan umum dan khusus dari penelitian yang dibuat, manfaat penelitian
yang dibagi dua yaitu teoritis dan praktis, selanjutnya metodologi pennelitian yang

menguraikan tentang pendekatan dan metode yang digunakan.



BAB II yakni bab yang membahas kajian kepustakaan yang meliputi penjelasan
tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang, pertanggung
jawaban pidana, pidana dan pemidanaan hukum dalam suatu tindak pidana
perdagangan orang.

BAB III yakni bab yang menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan,
memuat mengenai jawaban apa yang menjadi rumusan penulis, yaitu menjelaskan
perbedaan dan faktor apa yang menyebabkan perbedaan terhadap pertimbangan hakim
dalam memberi putusan restitusi kepada terdakwa

BAB IV yakni bab mengenai kesimpulan yang berisi kesimpulan-kesimpulan
penelitian dari awal sampai akhir, dan juga terdiri dari saran-saran penulis mengenai

persoalan yang dibahs daalam penelitian skripsi ini.



